KUNCI JAWABAN LATIHAN KASUS
1. PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA YANG DIBERIKAN
Seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bertugas memberikan layanan publik pemberian ijin pendirian lembaga pendidikan, menerima pemberian dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna layanan memberikan uang kepada petugas tersebut secara sukarela dan tulus hati. 
Pertanyaan:
Apakah pemberian hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan oleh instansi pelayanan publik termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban 
:
Ya 

Pertanyaan
:
Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban
:
Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.

Pertanyaan
:
Apa tindakan yang seharusnya petugas lakukan dalam kondisi ini?

Jawaban 
:
Apabila petugas layanan mendapatkan pemberian uang/benda apapun tanda terima kasih tersebut, sebaiknya petugas menolak pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut. 



Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya “mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik.

2. PEMBERIAN HADIAH BERUPA BARANG SEBAGAI CINDERA MATA

Seorang auditor telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga memperoleh temuan yang cukup signifikan nilainya. Tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sesuai dengan kode etik auditor. Setelah selesai melakukan audit dan temu akhir, auditor diberi hadiah berupa baju batik seharga Rp300.000,00, dengan sukarela dan tulus hati.
Pertanyaan
:
Apakah pemberian hadiah baju batik seharga Rp300.000,00 sebagai tanda mata yang diterima auditor tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawab
:
ya.
Pertanyaan
:
Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawab
:
Karena setiap pemberian adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah netral. Gratifikasi yang mengarah kepada suap adalah dilarang. Walaupun permasalahan di atas tidak mengarah kepada suap, dan diberikan secara sukarela dan tulus hati, tetapi pemberian baju batik seharga Rp300.000,00 merupakan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan auditor.
Pertanyaan
:
Apa yang harus dilakukan oleh auditor?
Jawab
: 
Sebaiknya pemberian tersebut ditolak. Jika terpaksa harus diterima, maka paling lama dalam waktu 30 hari sejak menerima baju batik, auditor wajib melapor kepada UPG.
3. PEMBERIAN PINJAMAN BARANG DARI REKANAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SECARA CUMA-CUMA
Anda adalah seorang pejabat senior di biro perlengkapan yang mempunyai kewenangan dalam hal pengadaan barang dan jasa sebuah Kementerian. Seorang penyedia barang dan jasa yang su​dah biasa melayani peralatan komputer yang digunakan oleh Ke​menterian Anda selama dua tahun lamanya, menawarkan kepada Anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, kontraktor tersebut men​jadi teman akrab Anda. Dengan menggunakan komputer pemberian tersebut, Anda banyak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kementerian di rumah, terutama pada akhir minggu, dan komputer tersebut berguna pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah Anda.
Teman kontraktor Anda itu juga menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan komputer tersebut selama Anda membutuhkannya. Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian perlu diperbaharui dan Anda biasanya menjadi anggota dari kepani​tiaan yang akan memutuskan perusahaan mana yang memenang​kan kontrak tersebut. 
Pertanyaan
:
Apakah penerimaan oleh pegawai senior biro perlengkapan di sebuah kementerian tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban     :
Ya
Pertanyaan
:
Mengapa penerimaan tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban 
:
Sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri (pegawai senior dari biro perlengkapan di sebuah Kementerian), Anda telah menerima pemberian hadiah (gratifikasi) berupa komputer dari pihak yang Anda ketahui sebagai rekanan dari Kementerian. Anda juga mengetahui bahwa Anda akan menjadi panitia pengadaan yang berhak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih oleh Kementerian untuk memberikan layanan pengadaan komputer. Pemberian kom​puter ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi Anda pada saat menentukan siapa pemenang tender. Karena dengan pemberian tersebut Anda akan merasa berhutang budi pada kontrak​tor yang telah memberikan komputer.
Pertanyaan
:
Apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan dalam kondisi ini?
Jawaban 
:
Anda seharusnya menolak pemberian komputer tersebut, untuk memelihara integritas pribadi Anda demi kepentingan organisasi. Jika karena situasi dan kondisi yang mendesak, Anda terpaksa menerima pemberian tersebut, misalnya pemberian komputer dilakukan dengan diantarkan ke rumah, di saat Anda tidak berada di rumah, maka penerimaan komputer tersebut harus dilaporkan kepada KPK sebagai pelaporan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan untuk ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK, atau jika ternyata instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerjasama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Grati​fikasi (PPG) maka Anda dapat menyampaikannya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK.
4. PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM SUATU ACARA
Dalam menjalankan tugas seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri seringkali mendapatkan penunjukan tugas menjadi pembicara untuk menjelaskan sesuatu, dan biasanya mendapatkan honor sejumlah uang dari panitia. 
Pertanyaan
:
Apakah penerimaan honor tersebut termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban 
:
Jika penerimaan honor tersebut tidak dilarang dalam Kode Etik atau peraturan internal intansi dari penyelenggara negara atau pegawai negeri maka hal tersebut bukanlah gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pertanyaan
:  
Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban 
:
Sering terjadi banyak instansi yang telah mencantumkan pelarangan menerima honor menjadi pembicara dalam kode etiknya dan menganggap hal tersebut (menjadi pembicara untuk menjelaskan tupoksinya) adalah bagian dari pekerjaan, tetapi penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak melaporkan uang honor/pemberian dari panitia tersebut. Jika terdapat larangan sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak menerima pemberian honor terse​but. Tetapi jika dalam kondisi tidak dapat menolak, atau dalam kondisi penerima tidak dapat menentukan benar atau tidaknya penerimaan dimaksud maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengkonsultasikan dan melaporkan pemberian honor tersebut ke KPK.
5. PEMBERIAN BARANG (SUVENIR, MAKANAN, DLL) OLEH KAWAN LAMA ATAU TETANGGA
Seringkali seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri pada saat melaksanakan tugas ke luar daerah bertemu dengan kawan lamanya, dimana penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan pernah ditugaskan di daerah tersebut. Pada waktu bertemu dengan kawan lama itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri diberi oleh-oleh berupa makanan, hiasan un​tuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi demikian, apakah hal tersebut termasuk gratifikasi?
Pertanyaan :
Apakah pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban 
:
Pada    prinsipnya    pemberian    kepada    penyelenggara    negara sebagaimana contoh di atas tidak dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena pemberian tersebut hanya berdasar pada hubungan perkawanan/kekerabatan saja dan dalam jumlah yang wajar.

Pertanyaan
:
Mengapa  permasalahan  di  atas  termasuk  konsep gratifikasi yang tidak dilarang?

Jawaban 
:
Bila  diartikan  secara  sederhana,  gratifikasi  berarti pemberian. Apa yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri seperti contoh kasus di atas memang termasuk gratifikasi, tetapi bukan gratifikasi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukum tidak membuat kita menjadi makhluk asing. Hukum merupakan suatu media atau sarana untuk berbuat dengan benar dan adil. Sebagaimana makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bertetangga dan tentunya bersosialisasi bukan berarti kita menghilang​kan peran-peran dan konsekuensi sosial kemasyarakatan yang telah ada. Dengan demikian pemberian-pemberian seperti yang ada di atas adalah pemberian yang timbul dari rasa persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan. 



Namun jika pemberian tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri sebaiknya menolak pemberian tersebut atau melaporkannya kepada KPK

Pertanyaan
: 
Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Jawaban 
: 
Perlu diwaspadai terkadang pemberian sumbangan dipergunakan sebagai kamuflase untuk motif yang bernilai negatif.

6. PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH DINAS PENDIDIKAN SETEM​PAT KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT KUNJUNGAN DI DAERAH 
Penyelenggara negara atau pegawai negeri diberikan fasilitas penginapan berupa mess Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setempat karena pada saat melakukan kunjungan/tugas ke daerah tersebut, tidak ada penginapan yang dapat dipesan karena daya tampung hotel-hotel di daerah tersebut sudah penuh.

Pertanyaan
:
Apakah pemberian fasilitas penginapan berupa mess PTN kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri pada saat kunjungan di daerah tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban
:
Ya, jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dikenakan biaya;


Tidak, jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut dikompensa​sikan dengan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan : 
Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban 
:
Jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menginap pada mess PTN setempat, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri sebaiknya meminta pihak pengelola mess agar penyelenggara negara atau pegawai negeri agar diperlakukan sebagai tamu umum dan membayar sama seperti tamu umum. Karena biasanya untuk tamu PTN sendiri tidak dikenakan biaya.


Perlu diperhatikan jika pengelola mess bersikeras untuk menolak pembayaran penginapan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak boleh menggunakan anggaran biaya penginapan dari instansinya untuk kepentingan lain selain dinas. Biaya untuk penginapan tersebut wajib dikembalikan ke instansinya.
7. HADIAH KARENA PRESTASI
X adalah pegawai yang berprestasi di kantornya, tugas-tugasnya selalu dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai ben​tuk penghargaan pada karyawan terhadap prestasi kerja, Biro SDM mengadakan pemilihan karyawan terbaik yang diadakan setiap tahunnya. Untuk tahun ini X terpilih sebagai karyawan terbaik dan diberikan hadiah dari kantornya.
Pertanyaan
:
Apakah pemberian hadiah kepada karyawan karena prestasinya termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban 
:
Tidak
Pertanyaan
:
Mengapa permasalahan di atas tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?
Jawaban
:
Apabila pemberian hadiah oleh kantor kepada pegawai atas prestasi kerja pegawai bersangkutan tersebut didasarkan pada peraturan internal instansi yang berlaku umum bagi pegawai di instansi tersebut, maka pemberian tersebut tidak termasuk kategori gratifikasi.
Pertanyaan
:
Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?
Jawaban
:
Apabila pemberian hadiah tersebut tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas dan tidak berlaku umum dalam internal instansi tersebut, maka pemberian tersebut masuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan hadiah tersebut. Selanjutnya KPK akan menganalisa dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut.


Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai dari hadiah yang diberikan tentu saja adalah nilai yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Hal tersebut diatur dalam peraturan internal dari instansi yang bersang​kutan.

